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Menimbang

Mengingat

BUPATI KOTAWARIIYGIil BARAT
PROVINSI I(ALIMANTAIY TENGAH

PERATURAIT BUPATI KOTAUIARINGIIT BARAT

NOMOR TAIIT'il
TIITTAIYG

KEDUDTTKAil, SUSUIIIAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BADAIT KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEIY KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YAITTG MATIA ESA

BUPATI KOTAWARIITGIIT BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ...... Tahun .........
(Menunggu Perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diatur mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi
Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

: 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l':'

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
6 Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L97,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018],
sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 tahun
2OO2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
33 , Tambahan Lembaran Negara Reprlflip- Indonesia Nomor
A]9a);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 89,
Tambahan lembaran Negara Nomor 5135];

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat
Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 19al;

9. Peraturan IVlenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun z0lt tentang
Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
ll4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2Ol9
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
dan

12. Peraturarl Daerah Kabupaten Kotawaringln Barat Nomor
'i'ahun {lvlenLlnggu perda) tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat
L.l rusan iLemlraran Direrah Kabr-rpaten lr.otau'aringin Barat'[ahun

Non:or" "i'amirahan Leribaran lJaerah Kabupaten
irr.rlari'lu-ir^rgin t3ar-at llomor . . i,

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TEITTANG KEDT'DUI(AIY, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAIII KESATUAIT BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEIT KOTAWARINGIIT BARAT.

Menetapkan
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BAB I
KEIENTUAN I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringln Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggffa pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan premer"ntahan daerah yang terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten.

6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah
setiap \ilarga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Jabatan Fungsional Umum adalah k-edudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringln Barat.

9. Wilayah kabupaten adalah wilayah Kabupaten Kotawaringrn
Barat.

BAB TI

KEDUDT'XAN, TUGAS DAN FUITGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kedudukan sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan berta.nggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baglan Kedua
Tugas

Pasal 3
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati
dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan
politik.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3,
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan

politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggzrraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaa.n kerukunan antarsuku
dan intr"a suku, urnat beragama, rias, dan golongar lainnya,
pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan,
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pen€Lngana.n
konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya, fasilitasi organi*asi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan vranvasa-n kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional da.n penanganan konflik
sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
kabupaten;

f. Pelaksanaan ad.ministrasi kesekretariatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

BAB III
SUSUIVAIT ORGATISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
1. Kepala Badan;
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2. Sekretaris Badan, terdiri atas:
a. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang, terdiri atas :

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
terdiri atas:
1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2l Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

b. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan

Demokrasi; dan
2l Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik.
c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Agama; dan
2l Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,
terdiri atas:
1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Kerjasama

Intelijen; dan
2l Sub Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik
sebagaimana tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB TV
RINCIAN TUGAS DAN FI'NGSI JABATAN

PAI)A BADAN KESATUAN BANGSA DAIT POLITIK

Bagian Pertama
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas rnembina,
mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja,
tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung
jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik.

Pasal 8

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggaran
fungsi:
a" Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan

politik;
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b. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program di bidang
kesatuan bangsa dan politik;

c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program di bidang
kesatuan bangsa dan politik;

d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa.n urusarl
administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor,
perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

e. Evaluasi pelaksanaan tugas tsadan Kesatuan Bangsa dan
Politik; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Badan bertugas memberikan peiayanan administratif di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 1O

Sekretariat Badan <iaiam meiaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Pelaksanaa.n hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. Pengelolaan perlengkap€rn, urusan tata usaha, rumah tangga
dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungafi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paeal 11

Sekretariat terdiri atas:
1. Sub Bagran Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Llmum dan Kepegawaian.

Paragraf 1
Sub Bagian Program dan Anggaran

Pasal 12

(1) Sub Bagran Program dan Anggaran bertugas melaksanakan
penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
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pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, serta penyusunan laporan kineq'a.

(21 Sub Bagian Program dan Anggaran dalam melaksanakan
tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan

anggaran;
b. Menghimpun data dan informasi dari semua bidang sebagai

bahan dalam penyusunan prugram dan zrngaran;
c. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
d. Melaksanakan evaluasi dan membantu menyusun laporan

kineda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 13

(1) Sub Bagian Keuangan bertugas pengelolaan keuangan,
penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

(2) Sub Bagran Keuangan dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran keuangan;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
c. Melaksanakan verifikasi, menghimpun, mengklarifikasi,

mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran,
pembukuan, perbendaharaan keuangan;

d. fuieiaksanakan urusan ganti rugi dan tindak ianjut LHP;
e. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Sub Baglan Umum dan Kepegawalan

Pasal 14

(l) Sub Ragian Umum dan Kepegawaian hertr:.gas melaksanakan
urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan,
hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah
tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
a. Melaksanakan urusan tata usaha, pembinaan

ketatausahaan dan administrasi surat menyurat di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
c. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan;
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e. Menyusun dan menyiapkan penyusunan kelembagaan
organisasi sitem dan prosedur di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Meiai<ukan perencanaan kebutuhan, pengeloiaan dan
pengendalian sarana dan prasarana perlengkapan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Baglan Ketiga
Btdang ldeologi, \f,awasan Kebangsaan

dan Karakter Bangsa

Pasal 15

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika
dan sejarah kebangsaarl.

Pasal 17

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program keq'a di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah kabupaten;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggai ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
,- !t- -1- l--t------r----wlayalt Kauulralelr,

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, er,'aluasi, dan p,elaporan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah kabupaten; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
terdiri atas:
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Sub Bidang Beia Negara dan Karakter Bangsa.
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Paragraf 1

Sub Bidang ldeologl dan Wawasan Kebangsaan

Pasai 19

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerl'a,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang
ideologi dan wawas€tn kebangsaan, koordinasi, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan.

(2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam
melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang
ideologi dan wawasan kebangsaan;

b. Pemetaan kondisi ideologr dan wawasan kebangsaan;
c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan

penguatan ketahanan ideologi l{egara dan wa'*'asan
kebangsaan;

d. Pendidikan kewarnegaraan berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19451.

e. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
f. Pelestarian Bhinneka T\.rnggal Ika;
g. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
h. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa

nasionalisme;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi

bangsa;
j. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan

negara kesatuan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara

berkala dalam rangka kelancara:r pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bidang Bela l{egara dan Karakter Bangsa

Pasal 2O

(1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program keq'a,
perumusan kebi$akan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela
negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan
dan karakter bangsa.

(2) Sub Bidang BeIa Negara dan Karakter Bangsa dalam
melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang
bela negara dan karakter bangsa;

b. Pemetaan kondisi di bidang bela negara dan karakter
bangsa;

c. Pelaksanaan dan pengokordinasian lremar-rtapan dan
penguatan di bidang bela negara dan karakter bangsa;
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d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela
negara dan cinta tanah air;

e. Pembentukan dan pengembangarl karakter bangsa;
f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan di bidang

bela negara dan karakter bangsa pada perubahan
lingkungan global dan regional terhadap kehidupan
nasional;

g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
i. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan

lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai
sarana pemersatu, identitas, dan u,ujud eksistensi bangsa
yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;

j. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai peq'uangan
kebangsaan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 21

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakiian dan partai poiitik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik.

Pasal 22

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik di wilayah kabupaten;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasiUtasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik di wilayah kabupaten;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika
hudaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan



il

situasi politik di wilayah kabupaten;
e. Pelaksanaarr monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasiiitasi keiembagaan pemerintahan, perwakiian
dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

dan
2. Sub Bidang Fasilitasi Keiembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik.

Paragraf 1
Sub Bidang Pendldtkan Politik dan Peningkatan Demokrasl

Pasal 24

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
bertugas melaksamai<an penyiapan bahan penyu su rrarl prrf,gram
keda, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
dan peningkatan demokrasi.

(21 Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fu ngsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang
pendidikan polidk dan peningkatan Cemokrasi;

b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang
mempengaruhi di bidang pendidikan politik dan
peningkatan demokrasi;

c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang
berdasarkan Pancasila;

d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
e. Peningkatan pemahaman mengenai pendidikan politik dan

peningkatan demokrasi;
f. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra

stru-ktur politik da-lam negeri ;
g. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik;
h. Pemantauan perkembangan politik; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf2
sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemakllan dan

Partai Politik
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Pasal 25

(1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitodtg, evaluasi, dan
pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik dalam melaksanankan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:
a. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang

politik;
b. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
c. Penyusunan data dan informasi partai politik;
d. Fasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
e. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
f. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik

sebagai badan hukum;
g. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan

Wakil Presiden;
h. Pemantauan, pelaksanaan pemilihan umum Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah, Pemantauan pelaksanaan
pemilihan Kepala Daerah; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkaia daiam rangka keiancaran peiaksanaan tugas.

Baglan Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

dan Organisasl Kemas5rarahatan

Pasal 26

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
,'\-*^-:^^^: r.r^*^^--^-^l-^4^.^ l^^-..--^^ *^l^I-^^-^l-^- ^^1^^-.:-Urgaiilsasl Kemasyaraxalan Oer-LiIgaS meia{SanaKafi SeDaglan
tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan ornas,
evaluasi dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan ormas dan
orrnas asing.

Pasal2T

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program keq'a di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
hudaya, fasilitast pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran oftnas, pemberdayaan onnas, evaluasi dan
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mediasi sengketa ofinas, pengawasan ornas dan onnas asing di
wilayah kabupaten;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosiai, budaya, fasiiitasi pencegahan penyaiahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan ornas,
evaluasi dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan orrnas dan
ormas asing di wilayah kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran onnas, pemberdayaan onnas, evaluasi dan
mediasi sengketa orrnas, pengawasan orrnas dan ormas asing di
--.:1^- -^'l^ 1-^1-,--^4^.^.
w [a.J ir.rr [ir.utrpa.Lcrl,

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran onnas, pemberdayaan ornas, evaluasi dan
mediasi sengketa orfiras, pengawasaii ofinas dan offnas asing di
wilayah kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan

f. Penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran orrnas,
pemberdayaart orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa orrnas,
pengawasan orrnas dan orrnas asing di wilayah kabupaten; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:
1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

dan
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 29

(1) Sub Bidang Ketahanarr Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, flasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi ker.rkunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan.

(2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan inforrnasi Ci bidang
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
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pencegaharl penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya
alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan
seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan ;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan
lingkungan hidup dan sumber daya alam;

d. Fasilitasi dan koordinasi penanga.nan masalah lingkungan
hidup dan sumber daya alam;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi
makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan
dalam negeri;

f. Pelaksan&&il irroftitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi
mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam
negeri;

g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat
yang berdampak pada ketahanan nasional;

h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial
kemasyarakatan;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial
yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam
negeri;

j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerannanan sosial;
k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
1. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai

bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman
budaya hangsa;

m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan
lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan
nasionalisme;

n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah
pemerintahal dalam negeri melalui pendekatan sosial dan
budaya;

o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat
beragama dan penghayat kepercayaan; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Ogantsasi Kemasyarakatan

Paeal 3O

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program keq'a,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran
orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa
ofinas, pengawasan orrnas dan ormas asing.

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan
tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
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a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang
organisasi kemasyarakatan ;

b. Melakukan pemetaan organisasi sosial kemasyarakatan;
c. Meiaksanakan sosiaiisasi cian dialog organisasi

kemasyarakatan;
d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan,

pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan,
organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta
pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan;
dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Kewaspadaan IYasional dan Penanganan Konflik

Pasal 31

Bidang Kewaspadaan Nasionai dan Penanganan Konftik bertugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di bidang kewaspadaan dini, keq'asama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga ke{a asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konfiik di wilayah kabupaten.

Pasal 32

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam
melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan ora-ng asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta

^- l-^.^{1:I- I: --,.:l^-,^1^ 1-^1^,,*^.^.^.
lrgr rd"r r6,a.r r(r-l I lr(,r .(r.tlra (r r w rr(1-v cLt r .FLdL (, ul,i1 Lc r r,

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga ke{a asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
krev;aspaCaan, serta penanga-nan konflik d1 wilayah
kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga ke{a asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penarlganan konflik di wilayah kabupaten;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga ke{a asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelemLragaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelapor€rn di bidang
kewaspadaan dini, kedasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
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kabupaten; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri
atas:
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Paragraf 1

Sub Bidang Kewaspadaan Dtnt dan KerJasama Intel{en

Pasal 34

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga keda asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilita.si kelembagaan bidang
kewaspadaan.

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kedasama Intelijen dalam
melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan deteksi dini mengenai kewaspadaan dini dan
kerjasama intelijen;

b. Pengolahan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini
dan kerjasarna intelijen;

c. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi
mengenai kewaspadaan dini dan kerjasarna intelijen;

d. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi
mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelden;

e. Penyusunan hasii anaiisis dan evaiuasi mengenai
kewaspadaan dini dan keq'asarna intelijen serta perkiraan
keadaan;

f. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan
penelitian asing;

g. pelaksarraan kerja sarna pengawasan dan pengarflanan
orang asing dan tenaga ke{a asing;

h. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi
pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan
pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

i. h{elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 35

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
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kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

(2i Sub Bidang Penanganan Konfiik daiam meiaksanakan tugas,
menyelenggarakan fun gsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang
penanganan konflik;

b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri,
dampak tekrrologi dan informasi, kondisi perbatasan antar
negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta
pemetaan konflik;

c. Pelaksanaan kerja sarna dalam meningkatkan stabilitas
keamanan dalam negeri;

d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembarrgan sumber
daya manusia bidang intelijen;

e. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan
teknologi dan informasi;

f. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat;

g. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar
Negara; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB \r
JABATAN T"UITGSIOIYAL UMT'TU

Pasal 36

(1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan
hasil analisis jabatan.

(21 Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
perangkat daerah.

(41 Penetapan narna-nama jabatan fungsional umum di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam hal tedadi perubahan nama-narna jabatan fungsional
umum sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan
fungsional umum.

(71 Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum
sebagaimana dimak-sud pada ayat (6) di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan
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{21

(3)

(4)
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Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8) Pemindahan ASN daiam jabatan fungsional umum di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringln Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI
JABATAN DAIT KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan
pimpinan tinggr pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
Kepala bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon
III.b.
Kepala sub bagian/kepala sub bidang pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik merupakan jabatan pengawas atau jabatan
struktural eselon IV.a.

Pasal 38

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
TATA KEzuA

Pasal 39

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksankan tugas dan
fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik walib melakukan
sistem pengendalian internal.

(3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(a) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (41, juga disampaikan
kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalarn }iegert.
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Pasal 4O

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksankan tugas dan
fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional
dengan Bupati sebagai penanggung jawab urusan kesatuan bangsa
dan politik di wilayah kabupaten.

BAB VIII
KEIENTUAIT PEITUTI'P

Pasal 4O

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Kotawaringln Barat Nomor 72 Tahun 2OL6 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringln Barat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

IYURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

SEKR TARIS DAERAII
I(ABUPATEN KOTAWARINGIIT BARAT

STIYANTO

BERITA DAIRAII KABUPATEI KOTAITARIITGIIT BARAT TAIIIIT . IYOMOR :

ttd

ttd



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : .... TAHUN... .....".
TANGGAL : ...."..
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAGAil SUSUNAN ORGAT{ISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TIPE A KABUPATEN

KQTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

SEKRETARIAT BADAN

SUH BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN

KEUANGAN
$UB BAGIAN

PROGRAM DAN

,ANGGARAN

BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT

BIDANG POLITIK DALAM

NEGERI

BIDANG IDEOLOGI,

WAWASAN KEBANGSAAN

DAN KARAKTER BANGSA

BIDANG KEWASPADAAN

NASIONAL DAN PENANGANAN

KONFLIK

BIDANG KETAHANAN

EKOI'{OM I, SOSIAL, BU DAYA,

AGAMA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT

SUB BIDANG IDEOLOGI

DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN

POLITI K DAN PEN I NGKATAN

DEMOKRASI

SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI

DAN KERJASAMA INTELUEI!

SUB BIDANG KETAHANAN

EKONOMt, SOStAl" BUDAYA

DAN AGAMA

SUB BIDANG BELA

NEGARA DAN KARAKTSR

BANGSA

SUB BIDANG ORGANISASI

KEMASYARAKATA.N

SUB BIDAI$G PENANGANAN

KONFLIK

SUB BIDANG FASILITASI

KELEMBAGAAN

PEMERINTAHAN,

PERWAKILAN DAN PARTAI

POLITIK

NURHIDAYAH


